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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UIARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR : 1 38 / PP.o4. 2-Kpt / 7 2 t2 I t<PU-Kab/ xI / 2A2o

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA KOLAKA

KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2O2A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat {1} Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupatenf Kota., Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggtra Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau WaIi Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,

yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia

Pemungutan Suara atas narna Ketua Komisi Pemilihan

UmumlKomisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

PemilihanUmumKabupaten Morowali Utara tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kolaka

Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Morowali

Utara Tahun 2O2O;

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali

Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OLS Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 193, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 65a71;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggara€ur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaIi Kota dan Wakil Wali

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

jdih.kpu.go.id/sulteng/morowaliutara



-3-

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2Ol7

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan KabupaterrfKota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1a98);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 9O5)

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2O2A (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Vints Disease 2019 (Covid-19)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2O2O Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
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Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66 I PP .O6.a I Kpt I 03 I KPU lll I 2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, danf atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 I PP.Oa.2-Kptl Ol I KPU lxl 2O2O

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 66 I PP .O6.a I Kpt I 03 I KPU I ll I 2O2O tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil WaliKota;

Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas

Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil

Bupati Morowali Utara Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PEI{YELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOLAKA KECAMATAN MORI

ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN

2020.

Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas

KESATU
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Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati

Morowali Utara Tahun 2O2A sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakurn penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2O2O di tingkat Tempat Pemungutan

Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara

Tahun2O2O.

Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2O2A

sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

KomisiPemilihan Umum Kabupaten Morowali

Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

salinan sesuai dengan aslinya DESA KoLAKA'

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA ttd.

.'. ,. 
-KCPdlA 

SUb BAgiAN HUKUM, HARMAN JABAR TOLULE

Ratna. T
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MOROWALI UTARA

NOMOR : I 38 / PP .o4.2-Kpt I 7 2t2 I KPU-Kab/XI / 2A2O

TENTANG

PENSTAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA KOLAKA KECAMATAN MORI ATAS

KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI

TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI

UTARA TAHUN 2O2O

KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA KOLAKA KECAMATAN MORI ATAS

KABUPATEN MOROWALI UTARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2O2O

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

B. Tempat Pemungutan Suara ffPS 2)

No. NAMA L\P ALAMAT
I ENDANG BERTA LANIE L DESA KOLAKA

2 YETILKA YULVERA SAPIAI-A P DESA KOLAKA

3 FEBRIANITA A. SONGKO P DESA KOLAKA

4 ALFRED RINTO PATEWA L DESA KOLAKA

5 DENIS TAMUNTUAN L DESA KOLAKA

WIDIANE LASUTA P DESA KOLAKA

7 SELVIA Y PATEWA P DESA KOLAKA

No. NAMA L\P ALAMAT
1 AMIRUDIN N. L DESA KOLAKA

2 ERNIATI P DESA KOLAKA

6.
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3. lnarrrnnNr L DESA KOLAKA

4 lervNrs L DESA KOLAKA

5. irrausreee MADE L DESA KOI/,KA

6 lneunaeu L DESA KOLAKA

7 lruruH. YUSUF A. L DESA KOLAKA
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Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KOLAKA,

ttd.

HARMAN JABAR TOLULE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MOROWALI UTARA
Bagian Hukum,

Aspik Ratna. T
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